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BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG 

TAHUN 2020 NOMOR 66 

 
PERATURAN BUPATI BANTAENG 

 
NOMOR 63 TAHUN 2020 

 
TENTANG 

 
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  

TAHUN ANGGARAN 2021 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
BUPATI BANTAENG 

 
Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 18 Peraturan 

Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 11 Tahun 2020 tentang 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 
Anggaran 2021, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang 

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 
Anggaran 2021 sebagai landasan operasional pelaksanaan 

APBD; 
 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang 

Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 

Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 1822); 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara (lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4286); 
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan  Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44210); 

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintah Daerah (Lembaran  Negara  Republik  
Indonesia  Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara 

Republik  Indonesia  Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan 
Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 5049); 
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7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang  
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana 

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 

atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 
8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang 

Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala 
Daerah (Lembaran Negara Republik  Indonesia  Tahun  

2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4028); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 

Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012 tentang 
Petubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 

tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 
Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5340); 
10. Peraturan  Pemerintah  Nomor  55  Tahun  2005 tentang 

Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan  Lembaran  

Negara  Republik Indonesia Nomor 4575); 
11. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang 

Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada 

Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban 
Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan 
Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4693); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang 
Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2007  Nomor  18,  Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972), 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang 
Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 

Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai 
Politik; 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 
Pemerintah Daerah (Lembaran  Negara  Republik  

Indonesia  Tahun 2017  Nomor  73,  Tambahan  
Lembaran  Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang 
Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota 
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Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42); 
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 

tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan 
Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah 

tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang 
Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 

16 Tahun 2011 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan 
Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala 

Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2011 Nomor 525); 
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 

tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial 
yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah, sebagaiman telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 
Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang 
Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang 

bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 
Nomor 565); 

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 
Tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah 

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 
Nomor 754); 

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 
tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah 
serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana 

Operaional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2017 Nomor 1067); 

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 
tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib 
Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan 
Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan 

Partai Politik; 
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 

tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021; 

23. Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 
2811/XII/TAHUN 2020 tentang Evaluasi Rancangan 
Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng; 

24. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 6 Tahun 
2012 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan 

Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 
2012 Nomor 10); 

25. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 11 Tahun 
2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
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Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten 
Bantaeng Tahun 2020 Nomor 11). 

 
 

MEMUTUSKAN 
 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN 
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 
2021. 

 
 

Pasal 1 
 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 
(1). Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat 

APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan 

Perda; 
(2). Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas Daerah; 

(3). Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas Daerah; 
(4). Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai 

penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran 
berkenaan; 

(5). Dana Transfer Umum adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada 

Daerah untuk digunakan sesuai dengan kewenangan Daerah guna 
mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi; 

(6). Dana Transfer Khusus adalah dana yang dialokasikan dalam APBN 
kepada Daerah dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan 

khusus, baik fisik maupun nonfisik yang merupakan urusan Daerah; 
(7). Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah dana yang 

bersumber dari pendapatan tertentu APBN yang dialokasikan kepada 

Daerah penghasil berdasarkan angka persentase tertentu dengan tujuan 
mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antara Pemerintah Pusat 

dan Daerah; 
(8). Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah dana yang 

bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan 
pemerataan kemampuan keuangan antar Daerah untuk mendanai 
kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi; 

(9). Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah dana yang 
bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah 

tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang 
merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah; 

(10). Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui 
sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran 
berkenaan; 

(11). Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali 
dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun 

anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya; 
(12). Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan Daerah 

menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari 
pihak lain sehingga Daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar 
kembali; 

(13). Utang Daerah yang selanjutnya disebut Utang adalah jumlah uang yang 
wajib dibayar Pemerintah Daerah dan/atau kewajiban Pemerintah Daerah 

yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan peraturan perundang-
undangan, perjanjian, atau berdasarkan sebab lainnya yang sah; 

(14). Pemberian Pinjaman Daerah adalah bentuk investasi Pemerintah Daerah 
pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan layanan 
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umum daerah milik Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik 
negara Badan Usaha Milik Daerah, koperasi, dan masyarakat dengan hak 

memperoleh bunga dan pengembalian pokok pinjaman; 
(15). Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk mendanai kebutuhan 

pembangunan prasarana dan sarana Daerah yang tidak dapat dibebankan 
dalam 1 (satu) tahun anggaran; 

(16). Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam 
periode pelaporan yang menurunkan ekuitas atau nilai kekayaan bersih 
yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya 

kewajiban; 
(17). Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi (satu) atau lebih 

Kegiatan yang dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah atau 
masyarakat yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah untuk 

mencapai sasaran dan tujuan pembangunan Daerah; 
(18). Kegiatan adalah bagian dari Program yang dilaksanakan oleh 1 (satu) atau 

beberapa satuan kerja perangkat daerah sebagai bagian dari pencapaian 

sasaran terukur pada suatu Program dan terdiri dari sekumpulan 
tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil atau sumber 

daya manusia, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, 
atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber daya tersebut, 

sebagai masukan untuk menghasilkan keluaran dalam bentuk 
barang/jasa; 

(19). Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahaan yang menjadi 

kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian 
negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, 

melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat; 
(20). Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh 

Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Ralryat Daerah menurut asas 
otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya 
dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia 

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 

(21). Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan Pemerintahan yang wajib 
diselenggarakan oleh semua Daerah; 

(22). Urusan Pemerintahan Pilihan adalah Urusan Pemerintahan yang wajib 
diselenggarakan oleh Daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah; 

(23). Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan 

dasar warga negara; 
(24). Standar Pelayanan Minimal adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu 

Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang 
berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal; 

(25). Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah 
sistem yang diterapkan oleh satuan kerja perangkat daerah atau unit 
satuan kerja perangkat daerah pada satuan kerja perangkat daerah dalam 

memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas 
dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan 

Pengelolaan Keuangan Daerah pada umumnya; 
(26). Kepala Daerah adalah gubernur bagi Daerah provinsi, bupati bagi Daerah 

kabupaten, atau wali kota bagi Daerah kota; 
(27). Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD 

adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai 

unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah; 
(28). Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah 

unsur perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan 
Urusan Pemerintahan daerah; 

(29). Unit SKPD adalah bagian SKPD yang melaksanakan 1(satu) atau beberapa 
Program; 
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Pasal 2 
 

APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. 
 

Pasal 3 
 

Anggaran pendapatan daerah tahun anggaran 2021 direncanakan sebesar 
Rp1.117.819.183.067,00 (Satu Triliun Seratus Tujuh Belas Milyar Delapan Ratus 
Sembilan Belas Juta Seratus Delapan Puluh Tiga Ribu Enam Puluh Tujuh Rupiah), 

yang bersumber dari: 
a. Pendapatan asli; 

b. Pendapatan transfer; dan 
c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah. 

 
Pasal 4 

 
(1). Anggaran pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 

huruf a direncanakan sebesar Rp183.179.634.765,00 (Seratus Delapan 

Puluh Tiga Milyar Seratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Tiga Puluh 
Empat Ribu Tujuh Ratus Enam Puluh Lima Rupiah), yang terdiri atas: 

a. Pajak daerah; 
b. Retribusi daerah; 

c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; 
d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. 

(2). Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan 
sebesar Rp55.232.278.765,00 (Lima Puluh Lima Milyar Dua Ratus Tiga Puluh 
Dua Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Tujuh Ratus Enam Puluh Lima 

Rupiah). 
(3). Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b 

direncanakan sebesar Rp37.795.000.000,00 (Tiga Puluh Tujuh Milyar Tujuh 
Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Rupiah). 

(4). Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp7.000.000.000,00 

(Tujuh Milyar Rupiah). 
(5). Lain-lain pendapatan asli daerah yang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf d direncanakan sebesar Rp83.152.356.000,00 (Delapan Puluh Tiga 
Milyar Seratus Lima Puluh Dua Juta Tiga Ratus Lima Puluh Enam Ribu 
Rupiah). 

 
Pasal 5 

 
(1). Anggaran pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a 

direncanakan sebesar Rp55.232.278.765,00 (Lima Puluh Lima Milyar Dua 
Ratus Tiga Puluh Dua Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Tujuh Ratus 

Enam Puluh Lima Rupiah), yang terdiri atas: 
a. Pajak Hotel; 

b. Pajak Restoran; 
c. Pajak Hiburan; 
d. Pajak Reklame; 

e. Pajak Penerangan Jalan; 
f. Pajak Parkir; 

g. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan; 
h. Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan; dan 

i. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). 
(2). Pajak Hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan 

sebesar Rp1.300.000.000,00 (Satu Milyar Tiga Ratus Juta Rupiah). 
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(3). Pajak Restoran sebagaimana  dimaksud  pada ayat (1) huruf b 
direncanakan sebesar Rp2.700.000.000,00 (Dua Milyar Tujuh Ratus Juta 

Rupiah). 
(4). Pajak Hiburan sebagaimana  dimaksud  pada ayat (1) huruf c 

direncanakan sebesar Rp50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah). 
(5). Pajak Reklame sebagaimana  dimaksud  pada ayat (1) huruf d 

direncanakan sebesar Rp405.366.765,00 (Empat Ratus Lima Juta Tiga Ratus 
Enam Puluh Enam Ribu Tujuh Ratus Enam Puluh Lima Rupiah). 

(6). Pajak Penerangan Jalan sebagaimana  dimaksud  pada ayat (1) huruf e 
direncanakan sebesar Rp36.276.912.000,00 (Tiga Puluh Enam Milyar Dua 

Ratus Tujuh Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Dua Belas Ribu Rupiah). 
(7). Pajak Parkir sebagaimana  dimaksud  pada ayat (1) huruf f direncanakan 

sebesar Rp1.000.000.000,00 (Satu Milyar Rupiah). 
(8). Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) huruf g direncanakan sebesar Rp2.000.000.000,00 (Dua Milyar Rupiah). 

(9). Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan sebagaimana dimaksud  
pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp3.500.000.000,00 (Tiga 

Milyar Lima Ratus Juta Rupiah). 
(10). Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebagaimana 

dimaksud  pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp8.000.000.000,00 
(Delapan Milyar Rupiah). 

 
Pasal 6 

 

(1). Anggaran pajak hotel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a 
direncanakan sebesar Rp1.300.000.000,00 (Satu Milyar Tiga Ratus Juta 

Rupiah), yang terdiri atas: 
a. Pajak Hotel; dan 

b. Pajak Wisma Pariwisata. 
(2). Anggaran pajak hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 

direncanakan sebesar Rp1.200.000.000,00 (Satu Milyar Dua Ratus Juta 
Rupiah. 

(3). Anggaran pajak wisma pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf b direncanakan sebesar Rp100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah). 

 

Pasal 7 
 

(1). Anggaran pajak restoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b 
direncanakan sebesar Rp2.700.000.000,00 (Dua Milyar Tujuh Ratus Juta 

Rupiah), yang terdiri atas: 
a. Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya; dan 

b. Pajak Warung dan Sejenisnya. 
(2). Anggaran pajak rumah makan dan sejenisnya sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.500.000.000,00 (Dua Milyar 

Lima Ratus Juta Rupiah); dan 
(3). Anggaran pajak warung dan sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) huruf b direncanakan sebesar Rp200.000.000,00 (Dua Ratus Juta 
Rupiah). 

 
Pasal 8 

 
Anggaran pajak hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c 

direncanakan sebesar Rp50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah), yang berasal 
dari Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/Busana direncanakan sebesar 
Rp50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah). 
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Pasal 9 
 

(1). Anggaran pajak reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d 
direncanakan sebesar Rp405.366.765,00 (Empat Ratus Lima Juta Tiga Ratus 

Enam Puluh Enam Ribu Tujuh Ratus Enam Puluh Lima Rupiah), yang terdiri 
atas: 

a. Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron; dan 
b. Pajak Reklame Kain. 

(2). Anggaran pajak reklame papan/billboard/videotron/megatron sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp370.366.765,00 
(Tiga Ratus Tujuh Juta Tiga Ratus Enam Puluh Enam Ribu Tujuh Ratus Enam 

Puluh Lima Rupiah); dan 
(3). Anggaran pajak reklame kain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b 

direncanakan sebesar Rp35.000.000,00 (Tiga Puluh Lima Juta Rupiah). 
 

Pasal 10 
 

Anggaran pajak penerangan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 
huruf e direncanakan sebesar Rp36.276.912.000,00 (Tiga Puluh Enam Milyar 
Dua Ratus Tujuh Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Dua Belas Ribu Rupiah), yang 

berasal dari Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain direncanakan sebesar 
Rp36.276.912.000,00 (Tiga Puluh Enam Milyar Dua Ratus Tujuh Puluh Enam Juta 

Sembilan Ratus Dua Belas Ribu Rupiah). 
 

Pasal 11 
 

Anggaran pajak parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f 
direncanakan sebesar Rp1.000.000.000,00 (Satu Milyar Rupiah), yang berasal 

dari Pajak Parkir direncanakan sebesar Rp1.000.000.000,00 (Satu Milyar 
Rupiah). 

 
Pasal 12 

 

Anggaran pajak mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 5 huruf g direncanakan sebesar Rp2.000.000.000,00 (Dua Milyar 

Rupiah), yang berasal dari Pajak Pasir dan Kerikil direncanakan sebesar 
Rp2.000.000.000,00 (Dua Milyar Rupiah). 

 
Pasal 13 

 
Anggaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf h direncanakan sebesar 

Rp3.500.000.000,00 (Tiga Milyar Lima Ratus Juta Rupiah) yang berasal dari 
PBBP2 direncanakan sebesar Rp3.500.000.000,00 (Tiga Milyar Lima Ratus Juta 

Rupiah). 
 

Pasal 14 
 

Anggaran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 5 huruf i direncanakan sebesar Rp8.000.000.000,00 
(Delapan Milyar Rupiah), yang berasal dari BPHTB-Pemindahan Hak 

direncanakan sebesar Rp8.000.000.000,00 (Delapan Milyar Rupiah). 
 

Pasal 15 
 

(1). Anggaran retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b 
direncanakan sebesar Rp37.795.000.000,00 (Tiga Puluh Tujuh Milyar Tujuh 



Dokumentasi dan Informasi Hukum|9 

Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Rupiah), yang terdiri atas: 
a. Retribusi Jasa Umum; 

b. Retribusi Jasa Usaha; 
c. Retribusi Perizinan Tertentu. 

(2). Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 
direncanakan sebesar Rp24.770.000.000,00 (Dua Puluh Empat Milyar Tujuh 

Ratus Tujuh Puluh Juta Rupiah). 
(3). Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b 

direncanakan sebesar Rp12.015.000.000,00 (Dua Belas Milyar Lima Belas 
Juta Rupiah). 

(4). Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana  dimaksud  pada ayat (1) huruf c 
direncanakan sebesar Rp1.010.000.000,00 (Satu Milyar Sepuluh Juta 
Rupiah). 

 
Pasal 16 

 
(1). Anggaran retribusi jasa umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 

huruf a direncanakan sebesar Rp24.770.000.000,00 (Dua Puluh Empat 
Milyar Tujuh Ratus Tujuh Puluh Juta Rupiah), yang terdiri atas: 

a. Retribusi pelayanan kesehatan; 
b. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan; 
c. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan; 

d. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor; 
e. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus dengan Jumlah 

Kamar Lebih dari 10 (Sepuluh); 
f. Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi. 

(2). Retribusi pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 
a direncanakan sebesar Rp23.950.000.000,00 (Dua Puluh Tiga Milyar 

Sembilan Ratus Lima Puluh Juta Rupiah); 
(3). Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp250.000.000,00 (Dua Ratus 

Lima Puluh Juta Rupiah); 
(4). Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp300.000.000,00 (Tiga Ratus 
Juta Rupiah); 

(5). Retribusi pengujian kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) huruf d direncanakan sebesar Rp70.000.000,00 (Tujuh Puluh Juta 

Rupiah); 
(6). Retribusi penyediaan dan/atau penyedotan kakus dengan jumlah kamar 

lebih dari 10 (sepuluh) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d 
direncanakan sebesar Rp100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah); 

(7). Retribusi pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar 
Rp100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah). 

 
Pasal 17 

 
(1). Anggaran retribusi jasa usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 

huruf b direncanakan sebesar Rp12.015.000.000,00 (Dua Belas Milyar Lima 
Belas Juta Rupiah), yang terdiri atas: 

a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah; 
b. Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan; 

c. Retribusi Tempat Pelelangan; 
d. Retribusi Terminal; 
e. Retribusi Tempat Khusus Parkir; 

f. Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Vila; 
g. Retribusi Rumah Potong Hewan; 



Dokumentasi dan Informasi Hukum|10 

h. Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan; 
i. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga; 

j. Retribusi Penyeberangan di Air; 
k. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah. 

(2). Retribusi pemakaian kekayaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) huruf a direncanakan sebesar Rp3.575.000.000,00 (Tiga Milyar Lima 

Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah); 
(3). Retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp850.000.000,00 (Delapan Ratus 
Lim Puluh Juta Rupiah); 

(4). Retribusi tempat pelelangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c 
direncanakan sebesar Rp35,000,000.00 (Tiga Puluh Lima Juta Rupiah); 

(5). Retribusi terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d 

direncanakan sebesar Rp100,000,000.00 (Seratus Juta Rupiah); 
(6). Retribusi tempat khusus parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 

e direncanakan sebesar Rp350,000,000.00 (Tiga Ratus Lima Puluh Juta 
Rupiah); 

(7). Retribusi tempat penginapan/pesanggrahan/vila sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp200,000,000.00 (Dua Ratus 

Juta Rupiah); 
(8). Retribusi rumah potong hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 

g direncanakan sebesar Rp50,000,000.00 (Lima Puluh Juta Rupiah); 
(9). Retribusi tempat rekreasi dan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) huruf i direncanakan sebesar Rp3,720,000,000.00 (Tiga Milyar Tujuh 
Ratus Dua Puluh Juta Rupiah); 

(10). Retribusi penjualan produksi usaha daerah sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp3,135,000,000.00 (Tiga Milyar 
Seratus Tiga Puluh Lima Juta Rupiah); 

 
Pasal 18 

 
(1). Anggaran retribusi perizinan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

15  huruf c direncanakan sebesar Rp1.010.000.000,00 (Satu Milyar Sepuluh 
Juta Rupiah), yang terdiri atas: 

a. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan; 
b. Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum; 

(2). Retribusi izin mendirikan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf a direncanakan sebesar Rp1,000,000,000.00 (Satu Milyar Rupiah); 
(3). Retribusi izin trayek untuk menyediakan pelayanan angkutan umum 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 
Rp10,000,000.00 (Sepuluh Juta Rupiah). 

 
Pasal 19 

 
Anggaran hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 4 huruf c direncanakan sebesar Rp7,000,000,000.00 

(Tujuh Milyar Rupiah), yang berasal dari Bagian Laba yang Dibagikan kepada 
Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD direncanakan 

sebesar Rp7,000,000,000.00 (Tujuh Milyar Rupiah). 
 

Pasal 20 
 

(1). Anggaran Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 4 huruf d direncanakan sebesar 
Rp83,152,356,000.00 (Delapan Puluh Tiga Milyar Seratus Lima Puluh Dua Juta 

Tiga Ratus Lima Puluh Enam Ribu Rupiah), yang terdiri atas: 
a. Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan; 
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b. Jasa Giro; 
c. Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah; 

d. Pendapatan Denda Retribusi Daerah; 
e. Pendapatan BLUD; 

f. Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada 
Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP). 

(2). Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp750,000,000.00 (Tujuh Ratus Lima 
Puluh Juta Rupiah) 

(3). Jasa giro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan 
sebesar Rp2,500,000,000.00 (Dua Milyar Lima Ratus Juta Rupiah). 

(4). Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp5,000,000,000.00 

(Lima Milyar Rupiah). 
(5). Pendapatan Denda Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf d direncanakan sebesar Rp2,800,000,000.00 (Dua Milyar Delapan 
Ratus Juta Rupiah). 

(6). Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e 
direncanakan sebesar Rp60,000,000,000.00 (Enam Puluh Milyar Rupiah). 

(7). Pendapatan dana kapitasi jaminan kesehatan nasional (JKN) pada fasilitas 
kesehatan tingkat Pertama (FKTP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf f direncanakan sebesar Rp12,102,356,000.00 (Dua Belas Milyar 

Seratus Dua Juta Tiga Ratus Lima Puluh Enam Ribu Rupiah). 
 

Pasal 21 
 

(1). Anggaran pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf 
b direncanakan sebesar Rp900.898.859.444,00 (Sembilan Ratus Milyar 

Delapan Ratus Sembilan Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Lima Puluh 
Sembilan Ribu Empat Ratus Empat Puluh Empat Rupiah), yang terdiri atas: 

a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat; dan 
b. Pendapatan Transfer Antar Daerah. 

(2). Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) huruf a direncanakan sebesar Rp785,688,859,444.00 (Tujuh Ratus 
Delapan Puluh Lima Juta Enam Ratus Delapan Puluh Delapan Juta Delapan 

Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Empat Ratus Empat Puluh Empat Rupiah). 
(3). Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf b direncanakan sebesar Rp115,210,000,000.00 (Seratus Lima Belas 
Milyar Dua Ratus Sepuluh Juta Rupiah). 

 
Pasal 22 

 

(1). Anggaran Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 21 huruf a direncanakan sebesar Rp785,688,859,444.00 

(Tujuh Ratus Delapan Puluh Lima Juta Enam Ratus Delapan Puluh Delapan Juta 
Delapan Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Empat Ratus Empat Puluh Empat 

Rupiah), yang terdiri atas: 
a. Dana Perimbangan; 

b. Dana Insentif Daerah (DID); 
c. Dana Desa. 

(2). Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 

direncanakan sebesar Rp723,589,831,444.00 (Tujuh Ratus Dua Puluh Tiga 
Milyar Lima Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Satu 

Ribu Empat Ratus Empat Puluh Empat Rupiah). 
(3). Dana Insentif Daerah (DID) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b 

direncanakan sebesar Rp16,116,704,000.00 (Enam Belas Milyar Seratus 
Enam Belas Juta Tujuh Ratus Empat Ribu Rupiah). 
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(4). Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan 
sebesar Rp45,982,324,000.00 (Empat Puluh Lima Milyar Sembilan Ratus 

Delapan Puluh Dua Juta Tiga Ratus Dua Puluh Empat Ribu Rupiah). 
 

Pasal 23 
 

(1). Anggaran Pendapatan Transfer Pemerintah Antar Daerah sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 21 huruf b direncanakan sebesar 

Rp115,210,000,000.00 (Seratus Lima Belas Milyar Dua Ratus Sepuluh Juta 
Rupiah), yang terdiri atas: 

a. Pendapatan Bagi Hasil; 
b. Bantuan Keuangan. 

(2). Pendapatan Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 

direncanakan sebesar Rp46,210,000,000.00 (Empat Puluh Enam Milyar Dua 
Ratus Sepuluh Juta Rupiah). 

(3). Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b 
direncanakan sebesar Rp69,000,000,000.00 (Enam Puluh Sembilan Milyar 

Rupiah). 
 

Pasal 24 
 

(1). Anggaran lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp33,740,688,858.00 (Tiga 
Puluh Tiga Milyar Tujuh Ratus Empat Puluh Juta Enam Ratus Delapan Puluh 

Delapan Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Delapan Rupiah), yang terdiri atas: 
a. Pendapatan Hibah; dan 

b. Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-
Undangan. 

(2). Pendapatan Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 
direncanakan sebesar Rp6,000,000,000.00 (Enam Milyar Rupiah). 

(3). Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-
Undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan 
sebesar Rp27,740,688,858.00 (Dua Puluh Tujuh Milyar Tujuh Ratus Empat 

Puluh Juta Enam Ratus Delapan Puluh Delapan Rupiah). 
 

Pasal 25 
 

Anggaran belanja daerah Tahun Anggaran 2021 direncanakan sebesar 
Rp1,113,819,183,067.00 (Satu Triliun Seratus Tiga Belas Miliar Delapan Ratus 

Sembilan Belas Juta Seratus Delapan Puluh Tiga Ribu Enam Puluh Tujuh Rupiah), 
yang terdiri atas: 
a. Belanja operasi; 

b. Belanja modal; 
c. Belanja tidak terduga; dan  

d. Belanja transfer. 
 

Pasal 26 
 

(1). Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a 
direncanakan sebesar Rp832,773,264,773.00 (Delapan Ratus Tiga Puluh Dua 
Miliar Tujuh Ratus Tujuh Puluh Tiga Juta Dua Ratus Enam Puluh Empat Ribu 

Tujuh Ratus Tujuh Puluh Tiga Rupiah), yang terdiri atas: 
a. Belanja pegawai; 

b. Belanja barang dan jasa; 
c. Belanja hibah; dan 

d. Belanja bantuan sosial. 
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(2). Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 
direncanakan sebesar Rp424,167,960,436.00 (Empat Ratus Dua Puluh 

Empat Miliar Serratus Enam Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Ribu 
Empat Ratus Tiga Puluh Enam Rupiah). 

(3). Belanja  barang  dan  jasa  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1) huruf 
b direncanakan sebesar Rp393,085,042,659.00 (Tiga Ratus Sembilan Puluh 

Tiga Miliar Delapan Puluh Lima Juta Empat Puluh Dua Ribu Enam Ratus Lima 
Puluh Sembilan Rupiah). 

(4). Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan 
sebesar Rp13,444,311,666.00 (Tiga Belas Miliar Empat Ratus Empat Puluh 

Empat Juta Tiga Ratus Sebelas Ribu Enam Ratus Enam Puluh Enam Rupiah). 
(5). Belanja  bantuan  sosial  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1) huruf 

d direncanakan sebesar Rp2,075,950,012.00 (Dua Miliar Tujuh Puluh Lima 
Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Ribu Dua Belas Rupiah). 

 

Pasal 27 
 

(1). Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b 
direncanakan sebesar Rp182,712,491,867.00 (Seratus Delapan Puluh Dua 

Miliar Tujuh Ratus Dua Belas Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu 
Delapan Ratus Enam Puluh Tujuh Rupiah), yang terdiri atas: 

a. Belanja modal tanah; 
b. Belanja modal peralatan dan mesin; 
c. Belanja modal bangunan dan gedung; 

d. Belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan; 
e. Belanja aset tetap lainnya.  

(2). Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 
direncanakan sebesar Rp4,781,500,000.00 (Empat Miliar Tujuh Ratus 

Delapan Puluh Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah). 
(3). Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf b direncanakan sebesar Rp71,044,961,838.00 (Tujuh Puluh Satu 
Miliar Empat Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Satu Ribu Delapan 

Ratus Tiga Puluh Delapan Rupiah). 
(4). Belanja modal bangunan dan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf c direncanakan sebesar Rp28,107,151,600.00 (Dua Puluh Delapan 

Miliar Seratus Tujuh Juta Seratus Lima Puluh Satu Ribu Enam Ratus Rupiah). 
(5). Belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp78,500,874,199.00 (Tujuh Puluh 
Delapan Miliar Lima Ratus Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Seratus 

Sembilan Puluh Sembilan Rupiah). 
(6). Belanja aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e 

direncanakan sebesar Rp278,004,230.00 (Dua Ratus Tujuh Puluh Delapan 
Juta Empat Ribu Dua Ratus Tiga Puluh Rupiah). 

 
Pasal 28 

 
Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf c 
direncanakan sebesar Rp3,000,000,000.00 (Tiga Milyar Rupiah). 

 
Pasal 29 

 
(1). Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf 

d direncanakan sebesar Rp95,333,426,427.00 (Sembilan Puluh Lima Miliar 
Tiga Ratus Tiga Puluh Tiga Juta Empat Ratus Dua Puluh Enam Ribu Empat 
Ratus Dua Puluh Tujuh Rupiah), yang terdiri atas: 

a. Belanja bagi hasil; dan 
b. Belanja bantuan keuangan. 



Dokumentasi dan Informasi Hukum|14 

(2). Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 
direncanakan sebesar Rp527,616,227.00 (Lima Ratus Dua Puluh Tujuh Juta 

Enam Ratus Enam Belas Ribu Dua Ratus Dua Puluh Tujuh Rupiah). 
(3). Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b 

direncanakan sebesar Rp94,805,810,200.00 (Sembilan Puluh Empat Miliar 
Delapan Ratus Lima Juta Delapan Ratus Sepuluh ribu Dua Ratus Rupiah). 

 
Pasal 30 

 
Anggaran pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2021 direncanakan sebesar 

(Rp4,000,000,000.00) (Minus Empat Miliar Rupiah), yang terdiri atas: 
a. Penerimaan pembiayaan; dan  
b. Pengeluaran pembiayaan. 

 
Pasal 31 

 
Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 

huruf a direncanakan sebesar Rp0 (Nol Rupiah). 
 

Pasal 32 
 

Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 

huruf a direncanakan sebesar Rp4,000,000,000.00 (Empat Miliar Rupiah), yang 
berasal dari Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf b direncanakan sebesar Rp4,000,000,000.00 (Empat Miliar Rupiah). 
 

Pasal 33 
 

(1). Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja 
daerah mengakibatkan terjadinya surplus sebesar Rp4,000,000,000.00 
(Empat Miliar Rupiah). 

(2). Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan 
terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar 

(Rp4,000,000,000.00) (Minus Empat Miliar Rupiah). 
 

Pasal 34 
 

Uraian lebih lanjut anggaran pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana 

dimaksud dalam pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian 
yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah Kabupaten ini terdiri dari: 

1. Lampiran I Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan
 Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan; 

2. Lampiran II      Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan
 Pemerintahan Daerah dan Organisasi; 

3. Lampiran III Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah,

 Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok,  
  Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan; 

4. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan 
Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan 

Sub Kegiatan Beserta Keluaran; 
5. Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan

 Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam
 Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara; 

6. Lampiran VI    Rekapitulasi Belanja Untuk Pemenuhan SPM; 

7. Lampiran VII  Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan
 APBD; 

8. Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada
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 RKPD dan PPAS dengan Rancangan APBD; 
9. Lampiran IX  Sikronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program

 Prioritas Daerah; 
10. Lampiran X     Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan; 

 
Pasal 35 

 
Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan 

APBD. 
 

Pasal 36 
 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Bupati dengan penempatannya dalam berita daerah Kabupaten Bantaeng. 
 

Ditetapkan di Bantaeng 
Pada Tanggal 28 Desember 2020 

 
BUPATI BANTAENG 
Cap/ttd. 

ILHAM SYAH AZIKIN 
 

Diundangkan di Bantaeng  
Pada Tanggal 28 Desember 2020 

 
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTAENG 
 

  
 

 
ABDUL WAHAB 
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